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Wacana demokrasi parlementer dan
demokrasi presidensialdalam sistem

pemerintahan, memang pernah menjadi
rancu dalam proses bemegara dl Indonesia.
Perjalanan sejarah pemilihan presiden
selama ini dilakukan dengan cara
menyerahkan pemillhannya kepada
lembaga tertlngi negara yaltu MPR. Proses
semacam itu lebih mengindikasikan
kedekatan sistem pada model parlementer.
Jika sekarang ini (Pemilu 2004) dilakukan
pemilihan presiden secara langsung oleh
rakyat, maka apakah telah terjadi proses
perubahan pada sistem pemerintahan dl In
donesia?

Dalam buku Presiden, Partai dan
Pemulihan Ekonomi Indonesia ini,
dijelaskan secara detil bahwa sebenarnya
wacana-presidensial bukanlah fenomena
baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Hanya saja jika saat iniwacana presiden-
sialisme muncul ke permukaan, ha! ini
karena terjadlnya malpraktek demokrasi
presidensial, serta beberapa buktl empiris
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dl beberapa negara yang cenderung mem-
posislkan negara-negara dengan sistem
demokrasi presidensial tidak sepenuhnya
membawa cerita sukses. Selain itu bagi
penulis, Indonesia secara ekspllsit telah
menggariskan model pemerintahan dengan
model presidensial sebagal mana dituliskan
dalam UUD1945.

Buku yang ditulis Bambang CIpto ini
secara gahs besar dapat dibagi menjadi 3
bagian besar, yaitu: bagian pertama memuat
tentang teorl dan apllkasi demokrasi
presidensial dalam sistem multi partai.
Bagian kedua pemaparan kasus sistem
pemerintahan presidensial dl beberapa
negara Amerika Latin seperti Brasil, Chile,
dan Argentina. Bagian ketiga memaparkan
tentang pelaksanaan sistem presidensial di
Indonesia serta peluang bag! partai besar
dan kecil yang ada di Indonesia.

Pembahasan tentang teori demokrasi
presidensial dipaparkan pada Bab I yang
secara detil mengulas tentang perbedaan
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model demokrasl presidensial dengan
demokrasi parlementer. Selain kelebihan
yangdimiliki demokrasi presidensial seperti:
akuntabiiitas elektoral dan kemudahan

dalam melakukan identifikasi kebijakan
pemerintah, modeldemokrasi presidensial
jugarentan denganpersoalan konflik internal
dan gejala kemandegan serta peluang
munculnya/mpeac/j/nentteitiadap presiden.

Soiusi yang ditawarkan penulls untuk
mengatasi sisi kelemahan model peme-
rlntahan presidensial adalah dengan (1)
mengubah sistem pemerintahan, hanya saja
catatan yang perlu dlingat untuk soiusi
pertama ini cenderung tidak populer; (2)
menolak continuismojabatan presiden, yaitu
menoiak pemilihan presiden untuk kedua
kalinya. Hanya saja model soiusi ini juga
memilikicelah kelemahan yaitu bertentangan
dengan ruh demokrasi Itu sendiri; (3)
memperkuat iegislatif dengan melakukan
perubahanpada konstitusi. Sisilemahsoiusi
initerutama jika terjadi pada negara-negara
demokrasiyangdidominasi oleh politisi baru
yangcenderung mencip-takan kondisi untuk
menoiak perubahan konstitusi secara
komprehenslf; (4) aitematlf lainnya adaiah
membentuk sistem semi-presldensial, yang
merupakan gabungan sistem pemerintahan
presidensialisme dan parlementer. Model Ini
memungkinkan presiden dan anggota
parlemen dipliih secara langsungolehrakyat,
sementara kabinet bertanggungjawab
kepada parlemen. Presiden akan berfungsi
sebagai kepala pemerintahan hanya jika
partainyamenguasai mayoritasdi Iegislatif.
Model semi-presidensial memberikekuasaan
presiden untuk membubarkan badan
Iegislatif, dan posisi presiden dalam model
semi-presidensial memiliki kekuasaan yang
besar sebagaimana dipraktekkan negara
Perancis.

Pada bagian kedua buku Ini dipaparkan
beberapa kasus demokrasi presidensial
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dalam multipartai seperti di Brasii, Chiledan
juga Argentina. Beberapa fenomena yang
dipaparkan penuiis terkaitdengan kasus di
negara-negara Amerika Latin itu antara lain
seperti munculnya kecenderungan
disloyaiitasdi kalangan politisi, fragmentasi
partai, dan rendahnya tingkatkelembagaan
partai politik.

Bagian ketiga buku inibarangkali yang
palingsesuai dengan situasi Indonesia saat
ini. Tulisanyang mengarah padatema-tema-
ini mulai dipaparkan pada babVhingga akhir
buku Ini. Tema-tema seputarkrisis muiti-di-
mensionaiyangdihadapibangsa Indonesia
serta peluang-peluang partai politik daiam
konteks pemerintahan presidensialisme
dibahas secara menarik.

Terkait dengan situasi krisis yang
dialamiIndonesia, penuiismenyatakan (Hal:
58) "sebagian besar negara-negara
demokrasi baru, muncul dari reruntuhan
rezim otoriter yang gagal menanggulangi
krisis ekonomi. Negara demokrasi baru
pada umumnya merupakan •pewaris
langsungdarimanajemen politikyang lemah
dan tidak memilikiakar yang kuat ke dalam
masyarakat". Lebih lanjutdiungkap penuiis
bahwa, saat terjadi pergeseran dari rezim
militer ke rezim sipil maka pemerintah-
pemerintah sipil yang baru terpilih
menghadapi persoalan yang hampirsama,
yakni krisis ekonomi.

Membaca paparan di atas, hendaknya
para pembaca tidak terjebak untuk cepat
menarik sebuah simpulan bahwa salah satu
penyebab terjadinya krisis ekonomi di
Indonesia adaiah terjadinya pergeseran
kekuasaan dari rezim militer yang otoriter
ke rezim sipil yang cenderung demokratis.
Mengutip pendapat Weffort, penuiis
mengungkap bahwa di negara-negara
demokrasi baru pada dasarnya masih
terdapatwarisan orde otoriterdalam bentuk
struktur negara yang tidak sepenuhnya
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berubah. Di samping Itu para elit masa
otoriter juga tidak sepenuhnya dapat
dilenyapkan daripoiitik (hal: 60).Tampaknya
pendapat ini dapat terbenarkan dengan
realita emplrikkondisi poiitik negeri ini.

SepertiJugabanyak negara dlAmerika
Latin, maka sebagal sebuah negara yang
tengah bertransisimenujudemokrasi, Indo
nesia juga cenderung menganut oaham
neollberal dalam memerangi krisis ekonomi
yang terjadi. Hanya saja pendekatan ini
pada kemudian hari tidak menampakkan
kemampuannya untuk mengatasi krisis
ekonomi yang terjadi di Indonesia
sebagaimana juga terjadi di banyak negara
Amerika iatin. Teriebih hadirnya IMF yang
semula ditasbihkan sebagal juru selamat
untuk mengatasi krisis ekonomi, malah
justru menjadikan ekonomi Indonesia
semakin terpuruk. Isu-isu yang ditawarkan
Lembaga Dana Internasional (IMF) itu
nampaknya tidakpopuieruntuk ikiim poiitik
dan ekonomi Indonesia saat ini.

Belajar pada sejarah yang terjadi pada
negara-negara Amerika Latin, tampaknya
kuranglah arif untuk memprioritaskan
pemulihan ekonomi dan sebaliknya
mengabaikan pembangunan poiitik
demokratis. Situasi tersebut menurut penuiis
dapat menyebabkan terjadlnya kemakmuran
sesaatditengahserangkaianpelanggaran hak
asasi manusia yang dllakukan aparat
keamanan dengan daiih perang meiawan
komunis domestik dan oposisi pada umumnya
(Hai: 72). Semangat untuk memuiihkan
kondisi perekonomian nasional secepatnya
sebagai pertanggungjawaban merekaselaku
poiitisi sipil yang terpilih menciptakan
semacam kesepakatan di kaiangan poiitisi
baik dl legisiatif maupun eksekutif untuk
mempraktekkan apa yang kemudiandikenal
sebagai hyperpresi-densialism.

Hyperpresidensialisme merupakan
bentuk demokrasi presidensiailsme yang
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memberikan justiflkasi bagi sentralisasi
kekuasaan terbatas di tangan eksekutif.
Pemusatan kekuasaan inimencuat sebagai
reaksi Jangka pendekterhadap kebutuhan
untuk mengatasi krisis ekonomi (Hai: 74).

Kebutuhan untuk mengembangkan
wacana Hyperpresidensialisme menjadi
mendesak karena (1) dalam sistem presi-
densialisrne murni sesungguhnya wewe-
nang presiden relatif terbatas, karena itu
posisipresidendifokuskan pada persoalan
keamanan dan hubungan internasional. Hal
tersebut'sebagaimana terjadi di Amerika
Serikat; (2) bagi Indonesia, Jenis-Jenis
kekuasaan presiden meluas ke berbagai
aspek kehidupan, akan tetapi ketika
dihadapkan pada krisis dewasa ini ruang
llngkup tersebut menjadi terlalu lebar.
Padahal untuk bertindak cepat dan tepat
pada sasaran memerlukan pemusatan
kekuasaan pada eksekutif, khususnya
dalam menangani krisisekonomi;(3)sistem
multipartal yang berkembang pesat dewasa
ini sulit menciptakan partai dengan suara
mayoritas (Hal: 76-77).

Selain Itu Hyperpresidensialisme
dibutuhkan untuk memeliharamasa jabatan
presiden, sehingga tidak mudah dijatuhkan
setiap saat oleh OPR. Kedua, hal tersebut
dibutuhkan untuk memperkuat posisi
eksekutif dalam menjalankan agenda
ekonomi. Lebih dari itu, Hyperpresiden
sialisme dibutuhkan untuk membuka
cakrawala baru bagi hubungan eksekutif-
legislatif(Ha!: 142).

Berdasar pada iogika semacam itu,
maka diperiukan penajaman kembaii batas-
batas kekuasaan presiden, sehingga sesual
dengan kebutuhan mendesak baik jangka
pendek ataupun menengah. Tentunya
dengan catatan, perombakan tersebut tidak
menjadikan presiden sebagai seorang
otoriter bam. Teriebih amandemen konstitusi

hingga saat ini beium menyentuh persoalan
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yang menyangkut kekuasaan presiden
daiam menangguiangi krisis ekonomi.

BabVI,VII,dan bab Vlll sebagai baglan
ketiga dari buku in) berisi tentang persoalan
yang terkait dengan partai-partai balk yang
kecil ataupun partal besar yang keluar
sebagai pemenang pemilu 1999. Strategi
yang diajukan bagi para elitpolitik partai kecil
salah satunya adalah dengan mcmbangun
koalisi elektoral, dan mengembangkan
Ideologi moderat. Seiain itu penulis juga
mengajukan beberapa saran praktis bagi
para elit partai kecil, misalnya, daiam hal
desain kampanye, Isu dan beberapa
persiapan praktis lainnya (Hal: 83-92).

Selanjutnya bagi partai besar pemenang
pemilu 1999 terutama PDIP, Partai Golkar
dan PPP. Sebagai partai yang lama (meski
dengan kemasan baru), ketiga partai In!
memiliki keleblhan dan kekurangan. Salah
satu kelemahan yang menonjol adalah
konflik internal yang melanda partai-partai
tersebut Sebagai misal Partai Golkar,sejak
pemilihan Akbar Tanjung sebagai ketua
umum tampak bahwa barisan elit yang
menunggu giliran untuk duduk dipuncak
organisasi partai beringin inl tidak sedikit.
Banyak fungslonaris yang merasa dirinya
jauh lebih baik dari yang lain karena telah
bertahun-tahun ditempa sebagai politisi (Hal:
110). Lebihjauh diungkap penulis, generasi
muda Golkar yang sebeium Suharto jatuh
telah sangat berharap akan menduduki kursi
menteri atau pejabateksekutifdi awal tahun
2002 kini menghadapl kenyataan bahwa
harapan itu tampaknya akan sulit dlwu-
Judkan dengan sekadar menunggu giliran
secara alamiah.

Pada bagian lain,penulis mengungkap,
jika konflik antar kubu benar-benar meledak
karena masing-masing tetap berharap untuk
menduduki kursi puncak atau dekat dengan

akses kekuasaan, maka bisa diperkirakan
bahwa akan banyak partai-partai baru yang
beimunculan dari Golkar (Hal: 111).Prediksi
ini ternyata terbukti. Beberapa partai baru
memang muncul sebagai "sempalan" dari
Golkar.

Sebagai sebuah buku yang kental
bemuansa akademik, karya Bambang Cipto
ini dapat dinyatakan runtut. Hanya saja
pemaparan kasus di beberapa negara
Amerika Latin daiam bab tersendiri cen-

derung menjadikan buku ini kehilangan
rantai kognitif yang menghubungkan
pembaca dati bab II menuju bab V. Jika
memang hendak menjadikan sebagai
sebuah buktl empirik tentang ulasan-ulasan
kegagalan pendekatan neoliberal daiam
mengatasi krisis di negara demokrasi baru,
tampaknya bahasan dengan mengangkat
kasus negara Brasil, Chile ataupun Argen
tina tidak perlu dibuat daiam bab tersendiri.
Pembaca akan mengaiami kelelahan
kognitif saat mencoba menghubungkan bab
11 ke bab V yang sebenarnya merupakan
sebuah rantai bahasan yang menarik.

Seiain itu, buku ini perlu dilengkapi
dengan penjelasan istilah-istilah yang
digunakan didalamnya. Penjelasan iniakan
membantu pembaca yang awam tentang
istilah tersebut Penambahan indekssubjek
juga akan sangat membantu pembaca
mencari tema yang diinglnkan.

Terlepas dan kelemahan Itu, buku ini
secara akademik akan membekali mereka

yang sedang menekuni studi tentang ilmu
politik. Bahkan bagi para politisi ataupun
mereka yang saat Ini baru teijun pada dunia
politik praktis, buku inl dapat menjadi
rujukan ide daiam membuat desain
kampanye agar dapat menarik simpati
masyarakat pemilih.®

(Muhammad Idms)

••n

100 UNISIANO. 51/XXVII/J/2004


